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Abstrak 
Artikel ini membahas pemulihan ekonomi daerah sebagai fondasi kesejahteraan nasional dengan 
menempatkan wilayah sebagai ruang nyata tempat produksi, pekerjaan, konsumsi, investasi, 
pelayanan publik, dan kehidupan sosial berlangsung. Pemulihan ekonomi nasional tidak akan kokoh 
apabila pertumbuhan hanya terkonsentrasi pada beberapa pusat ekonomi, sementara banyak 
provinsi, kabupaten, kota, desa, dan kawasan perbatasan tertinggal dalam produktivitas, 
infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan kapasitas fiskal. Dalam konteks Indonesia 2026, 
BPS mencatat ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen year-on-year pada triwulan I-2026, sementara 
Pulau Jawa masih menyumbang 57,24 persen struktur perekonomian dan tumbuh 5,79 persen. 
Pemerintah juga menempatkan penguatan ekonomi daerah, transfer ke daerah, pembiayaan 
inovatif, dan belanja produktif sebagai bagian penting kebijakan fiskal. Artikel ini mengembangkan 
kerangka “Rantai Transmisi Pemulihan Daerah menuju Kesejahteraan Nasional” yang 
menghubungkan kapasitas lokal, investasi produktif, produktivitas, pekerjaan, pendapatan rumah 
tangga, layanan publik, resiliensi, dan pemerataan antardaerah. Pembahasan mencakup 
desentralisasi fiskal, pembangunan berbasis tempat, UMKM dan koperasi, pertanian dan ekonomi 
desa, kota sekunder, konektivitas, digitalisasi, hilirisasi, ekonomi hijau dan biru, pendidikan dan 
kesehatan, pembiayaan daerah, tata kelola, serta peran perguruan tinggi. Argumen utamanya adalah 
bahwa kemajuan nasional merupakan agregasi dari transformasi wilayah: ketika daerah memiliki 
kemampuan memanfaatkan keunggulan lokal, memperluas basis produksi, meningkatkan kualitas 
institusi, dan menahan kebocoran nilai tambah, pemulihan menjadi lebih inklusif dan tahan 
terhadap guncangan. Dengan demikian, pembangunan daerah bukan agenda periferal, tetapi inti 
strategi kesejahteraan nasional. 

Kata Kunci: pemulihan ekonomi daerah; kesejahteraan nasional; pembangunan regional; PDRB; 
desentralisasi fiskal; UMKM; ekonomi lokal; transfer ke daerah; place-based development; 
Indonesia 

1. Pendahuluan: Indonesia Tumbuh dari Daerah 
Indonesia adalah negara kepulauan dengan struktur ekonomi, sosial, ekologis, dan demografis yang 
sangat beragam. Pertumbuhan nasional pada akhirnya merupakan agregasi aktivitas ekonomi di 
provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Karena itu, pemulihan ekonomi nasional tidak dapat dipisahkan 
dari pemulihan ekonomi daerah. Jalan yang berfungsi, pasar yang hidup, pabrik yang berproduksi, 
sawah yang produktif, pelabuhan yang efisien, sekolah yang berkualitas, rumah sakit yang melayani, 
dan UMKM yang tumbuh semuanya berada dalam ruang lokal. 

Pemulihan daerah memiliki arti lebih dari peningkatan PDRB. Pemulihan yang berkualitas berarti 
kegiatan ekonomi kembali menghasilkan pekerjaan, pendapatan rumah tangga pulih, investasi 
bertambah, layanan publik membaik, dan kerentanan sosial menurun. Daerah yang tumbuh tinggi 
tetapi bergantung pada satu komoditas tetap rentan. Kota yang mengalami ekspansi tetapi kualitas 
hunian memburuk belum tentu sejahtera. Oleh sebab itu, perspektif kesejahteraan perlu menjadi 
bagian inti dari analisis regional. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Pemulihan Ekonomi Daerah sebagai Fondasi Kesejahteraan Nasional 
 
 

 

Halaman 4 

Artikel ini memandang daerah sebagai unit pembangunan yang memiliki potensi, hambatan, dan 
jalur transformasi berbeda. Kebijakan yang efektif harus cukup nasional untuk menjamin standar 
dan solidaritas, tetapi cukup lokal untuk merespons konteks. 

2. Gambaran Ekonomi Regional Indonesia 2026 
BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen year-on-year pada triwulan I-2026. Dari sisi 
spasial, kelompok provinsi di Pulau Jawa menyumbang 57,24 persen terhadap struktur ekonomi 
nasional dan tumbuh 5,79 persen. Angka tersebut menunjukkan dua hal sekaligus: ketahanan 
pertumbuhan nasional dan masih kuatnya konsentrasi ekonomi. 

Konsentrasi ekonomi bukan selalu masalah karena aglomerasi dapat meningkatkan produktivitas. 
Namun konsentrasi berlebihan dapat menimbulkan kesenjangan kesempatan, migrasi berlebihan, 
kemacetan, harga lahan tinggi, dan ketergantungan daerah lain pada pusat ekonomi. Tantangan 
pembangunan adalah memanfaatkan kekuatan aglomerasi tanpa membiarkan wilayah lain 
tertinggal. 

PDRB provinsi 2021-2025 yang dipublikasikan BPS juga menegaskan variasi struktur ekonomi 
antarwilayah. Ada daerah berbasis industri, pertanian, pertambangan, jasa, pariwisata, atau 
konsumsi pemerintah. Variasi ini menuntut strategi pemulihan yang berbeda. 

3. Pemulihan Daerah sebagai Komponen Pemulihan Nasional 
Perekonomian nasional dapat digambarkan sebagai jaringan wilayah yang saling bergantung. 
Gangguan pada sentra pangan menaikkan harga di kota; gangguan pelabuhan menghambat industri; 
lemahnya permintaan di kota menurunkan pendapatan desa pemasok. Karena itu, pemulihan satu 
daerah dapat menghasilkan multiplier bagi daerah lain. 

Sebaliknya, pemulihan yang sangat tidak merata menciptakan bottleneck. Daerah yang tertinggal 
dalam pendidikan dan infrastruktur sulit memasok tenaga kerja atau produk ke jaringan nasional. 
Akibatnya, perusahaan terpusat pada sedikit kawasan dan disparitas semakin lebar. 

Strategi nasional perlu melihat interdependensi tersebut. Kebijakan daerah bukan program 
tambahan, melainkan bagian dari architecture of national growth. 

4. Pembangunan Berbasis Tempat 
Literatur place-based development menekankan bahwa kebijakan perlu memahami karakter 
spesifik wilayah. Barca, McCann, dan Rodríguez-Pose menunjukkan bahwa intervensi pembangunan 
yang sensitif terhadap tempat dapat lebih efektif karena memperhitungkan institusi, sejarah, 
jaringan sosial, dan kapasitas lokal. 

Pendekatan place-neutral seperti pembangunan infrastruktur umum tetap penting, tetapi tidak 
cukup. Dua daerah yang menerima jalan baru dapat memperoleh manfaat berbeda jika satu 
memiliki industri dan keterampilan, sementara lainnya tidak memiliki aktivitas produktif yang 
terhubung. 
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Karena itu, kebijakan daerah harus menjawab pertanyaan: apa keunggulan wilayah, apa bottleneck 
utama, siapa aktor lokal, dan kemampuan apa yang perlu dibangun? 

5. Desentralisasi dan Akuntabilitas 
Desentralisasi membawa keputusan lebih dekat kepada warga. Secara teori, pemerintah daerah 
memiliki informasi lebih baik mengenai kebutuhan lokal dan dapat lebih responsif. Faguet 
menunjukkan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas tata kelola, 
tetapi juga mengandung risiko fiskal dan kapasitas. 

Keberhasilan bergantung pada kualitas institusi lokal. Daerah dengan birokrasi kuat, transparansi, 
dan partisipasi dapat menggunakan kewenangan secara produktif. Daerah dengan kapasitas lemah 
dapat mengalami fragmentasi, patronase, atau belanja tidak efektif. 

Karena itu, desentralisasi perlu diikuti capacity building, data, audit, dan mekanisme pembelajaran 
antarwilayah. 

6. Desentralisasi Fiskal dan Kesenjangan Regional 
Literatur internasional menunjukkan hubungan desentralisasi dan ketimpangan regional tidak 
sederhana. Rodríguez-Pose dan Ezcurra menunjukkan bahwa efeknya bergantung pada desain fiskal 
dan kemampuan redistribusi. Di Indonesia, ketimpangan pendapatan antarprovinsi telah lama 
menjadi isu struktural. 

Transfer antarpemerintah diperlukan untuk menyeimbangkan kapasitas layanan. Daerah dengan 
basis pajak kecil tidak boleh memiliki sekolah atau layanan kesehatan jauh lebih buruk hanya karena 
lokasi. 

Namun equalization harus tetap memberi insentif kinerja. Transfer yang hanya menutup kekurangan 
tanpa mendorong efisiensi dapat menciptakan ketergantungan. 

7. Transfer ke Daerah sebagai Instrumen Pemulihan 
Kebijakan TKD 2026 diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien, 
memperkuat daya saing, meningkatkan sinergi pusat-daerah, mendukung pendidikan, kesehatan, 
ketahanan pangan, dan mendorong pembiayaan inovatif. Arah ini menempatkan transfer bukan 
sekadar mekanisme pembagian dana, tetapi instrumen transformasi. 

Efektivitas TKD tergantung pada kualitas penggunaan. Belanja produktif yang memperbaiki irigasi, 
sekolah, puskesmas, pasar, dan konektivitas memiliki multiplier lebih besar daripada belanja 
administratif yang tidak meningkatkan layanan. 

Pengukuran perlu bergerak dari input transfer menuju outcome regional: produktivitas, pekerjaan, 
kemiskinan, layanan, dan investasi. 
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8. Kapasitas Fiskal Daerah 
Daerah membutuhkan kapasitas fiskal untuk membiayai layanan dan investasi. Sumbernya berasal 
dari pendapatan asli daerah, transfer, pembiayaan, dan kerja sama. Namun kemampuan 
memobilisasi pendapatan berbeda. 

Penguatan local taxing power perlu dilakukan hati-hati agar tidak membebani usaha atau 
menciptakan ekonomi biaya tinggi. Basis pajak yang luas dan administrasi sederhana lebih sehat 
daripada retribusi yang banyak dan kecil. 

Kapasitas fiskal juga berarti kemampuan merencanakan, mengeksekusi, dan mengevaluasi belanja. 
Dana besar tanpa institusi yang mampu mengelolanya tidak menghasilkan kesejahteraan. 

9. Belanja Produktif Daerah 
Belanja daerah disebut produktif jika meningkatkan kapasitas ekonomi atau kualitas manusia. Jalan 
produksi, pasar, air bersih, sekolah, kesehatan, internet, dan sistem transportasi merupakan 
contoh. 

Namun produktif tidak berarti semua belanja modal otomatis baik. Proyek yang tidak dibutuhkan, 
terlalu besar, atau tidak dipelihara justru menjadi beban. 

Public investment management pada level daerah perlu memperkuat appraisal, procurement, life-
cycle cost, dan evaluasi pascaproyek. 

10. Infrastruktur dan Konektivitas 
Konektivitas mengurangi economic distance. Jalan, pelabuhan, bandara, rel, internet, dan sistem 
logistik memungkinkan produsen mengakses pasar dan pekerja mengakses pekerjaan. 

Manfaat infrastruktur muncul bila terhubung ke aktivitas produktif. Jalan menuju kawasan pertanian 
perlu diikuti fasilitas pascapanen; pelabuhan perlu diikuti industri dan logistics management. 

Pembangunan konektivitas antarpulau dapat memperkuat integrasi pasar nasional dan mengurangi 
perbedaan harga regional. 

11. Kota Sekunder sebagai Mesin Pertumbuhan 
Kota sekunder dapat menjadi pusat pertumbuhan yang menghubungkan desa dengan metropolitan. 
Mereka menyediakan pasar, pendidikan, kesehatan, logistik, dan jasa bisnis. 

Penguatan kota sekunder mengurangi tekanan migrasi ke kota besar dan memperluas geografi 
kesempatan. Namun kota perlu dikelola agar tidak mengulang masalah metropolitan seperti 
kemacetan dan sprawl. 

Investasi transportasi, perumahan, air, digital infrastructure, dan kawasan produktif perlu 
terintegrasi. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Pemulihan Ekonomi Daerah sebagai Fondasi Kesejahteraan Nasional 
 
 

 

Halaman 7 

12. Desa sebagai Basis Pemulihan 
Desa merupakan tempat tinggal sebagian besar produsen pangan dan pelaku ekonomi lokal. Dana 
Desa, BUM Desa, koperasi, infrastruktur, dan digitalisasi dapat menjadi fondasi pemulihan. 

Namun program desa perlu berbasis potensi. Desa pertanian memerlukan irigasi dan pasar; desa 
wisata memerlukan amenitas dan konservasi; desa pesisir memerlukan cold chain. 

Kunci keberhasilan adalah kemampuan desa mengubah sumber daya menjadi value added yang 
tinggal di wilayah. 

13. Pertanian dan Agroindustri 
Pemulihan daerah agraris bergantung pada produktivitas, harga, dan rantai nilai. Menjual bahan 
mentah membatasi pendapatan. Pengolahan lokal meningkatkan nilai tambah dan pekerjaan. 

Agroindustri memerlukan standard, energi, logistik, pembiayaan, dan manajemen. Koperasi dapat 
mengagregasi produksi. 

Transformasi pertanian juga perlu menjaga tanah, air, dan ketahanan iklim agar pendapatan tidak 
rapuh. 

14. Perikanan dan Ekonomi Biru 
Daerah pesisir memiliki peluang pada perikanan, aquaculture, pengolahan, wisata, dan jasa 
maritim. Namun eksploitasi berlebihan merusak basis ekonomi. 

Cold chain, traceability, dan pelabuhan perikanan meningkatkan value capture. Pengelolaan sumber 
daya berbasis science menjaga stock. 

Ekonomi biru adalah strategi regional yang menggabungkan pendapatan dan konservasi. 

15. Pertambangan dan Hilirisasi 
Daerah kaya mineral dapat tumbuh cepat, tetapi menghadapi risiko enclave economy. Investasi 
besar tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan lokal jika pemasok, pekerja, dan keuntungan 
berasal dari luar. 

Hilirisasi perlu membangun linkage lokal melalui supplier development, pendidikan vokasi, jasa 
engineering, dan UMKM. Pemerintah daerah dapat mempersiapkan kawasan dan tenaga kerja. 

Diversifikasi penting agar daerah tidak mengalami penurunan tajam ketika harga komoditas turun. 

16. Manufaktur dan Klaster Industri 
Klaster industri menciptakan aglomerasi pemasok, pekerja, pengetahuan, dan jasa. Daerah dapat 
mengembangkan klaster berdasarkan capability, bukan hanya insentif lahan. 
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Kawasan industri memerlukan konektivitas, listrik, air, housing, dan training. Tanpa itu, perusahaan 
sulit berkembang. 

Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator yang menyelesaikan coordination failure. 

17. UMKM dan Ekonomi Lokal 
UMKM menghubungkan pertumbuhan dengan rumah tangga. Mereka menyerap tenaga kerja, 
menggunakan input lokal, dan mendistribusikan pendapatan. 

Program UMKM sebaiknya fokus pada produktivitas, digitalisasi, kualitas, pembiayaan, dan akses 
pasar. Bantuan alat tanpa business plan sering tidak berkelanjutan. 

Ekosistem lokal yang kuat memungkinkan UMKM menjadi pemasok perusahaan besar dan 
pemerintah. 

18. Koperasi sebagai Infrastruktur Ekonomi Lokal 
Koperasi dapat mengatasi masalah skala pada petani, nelayan, pedagang, dan pekerja. Agregasi 
meningkatkan bargaining power dan menurunkan biaya. 

Teknologi memungkinkan koperasi modern mengelola data, inventory, pembayaran, dan 
pemasaran. Namun governance demokratis dan profesional harus berjalan bersama. 

Koperasi yang sehat meningkatkan share of value yang tinggal di daerah. 

19. Pariwisata Berbasis Lokal 
Pariwisata dapat mempercepat pemulihan karena menyerap tenaga kerja dan menggerakkan 
banyak sektor. Tetapi multiplier lokal bergantung pada supplier lokal. 

Destinasi perlu mengelola carrying capacity, kebersihan, air, transportasi, dan budaya. Over-tourism 
merusak aset. 

Strategi terbaik mengejar value per visitor dan resident welfare, bukan hanya jumlah wisatawan. 

20. Ekonomi Kreatif Daerah 
Budaya, kuliner, musik, kerajinan, desain, dan konten digital dapat menjadi sumber pertumbuhan 
berbasis identitas. Digital platform memperluas pasar. 

Namun pelaku membutuhkan branding, IP protection, dan manajemen. Festival saja tidak cukup. 

Perguruan tinggi dan komunitas kreatif dapat membentuk ekosistem inovasi lokal. 

21. Transformasi Digital Daerah 
Digitalisasi dapat mengurangi isolation cost. UMKM menjangkau pelanggan, siswa memperoleh 
materi, pasien mengakses telemedicine, dan pemerintah mempercepat layanan. 
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Namun digital divide dapat memperbesar kesenjangan jika daerah tertinggal tidak memiliki 
perangkat dan skill. Broadband harus diikuti kemampuan penggunaan produktif. 

Digital government juga dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi biaya administrasi. 

22. AI dan Produktivitas Regional 
AI dapat membantu pertanian, manufaktur, pariwisata, kesehatan, dan pemerintahan. Namun 
adopsi akan terkonsentrasi bila talenta hanya berada di kota besar. 

Pusat kompetensi regional dan kolaborasi universitas dapat memperluas akses. Cloud dan shared 
services menurunkan barrier. 

Tujuan AI regional adalah augmentation manusia dan peningkatan keputusan, bukan sekadar 
otomatisasi. 

23. Pendidikan dan Keterampilan Daerah 
Kualitas pendidikan menentukan kemampuan daerah menarik dan menciptakan investasi. Skill 
mismatch membuat perusahaan mengimpor tenaga kerja dari luar sehingga multiplier lokal kecil. 

Sekolah vokasi, politeknik, dan universitas perlu terhubung dengan struktur ekonomi wilayah. 
Namun pendidikan juga perlu memberikan keterampilan umum agar lulusan adaptif. 

Program magang dan apprenticeship dapat mempercepat transisi sekolah-ke-kerja. 

24. Kesehatan sebagai Fondasi Produktivitas Daerah 
Daerah dengan kesehatan buruk kehilangan produktivitas melalui absenteeism, stunting, dan biaya 
medis. Layanan primer, gizi, sanitasi, dan air bersih sangat penting. 

Rumah sakit rujukan regional juga mendukung ekonomi karena mengurangi kebutuhan masyarakat 
bepergian jauh. Telemedicine dapat membantu distribusi spesialis. 

Investasi kesehatan merupakan investasi ekonomi regional. 

25. Ketimpangan Antarwilayah 
Penelitian Resosudarmo dan Vidyattama menunjukkan disparitas pendapatan regional di Indonesia 
telah menjadi persoalan lama dan dipengaruhi oleh modal fisik, keterbukaan, serta struktur minyak 
dan gas. Ketimpangan tidak otomatis hilang melalui pertumbuhan nasional. 

Konvergensi membutuhkan capability. Daerah tertinggal perlu pendidikan, konektivitas, institusi, 
dan akses pasar. 

Redistribusi fiskal membantu, tetapi transformasi produktif lebih penting untuk jangka panjang. 
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26. Kemiskinan Regional 
Kemiskinan memiliki dimensi spasial. Wilayah dengan akses pasar, sekolah, atau kesehatan yang 
buruk menghadapi biaya kehidupan dan opportunity cost tinggi. 

Program perlindungan sosial perlu terhubung dengan pembangunan ekonomi lokal. Bantuan tanpa 
pekerjaan membuat ketergantungan, sementara investasi tanpa proteksi meninggalkan kelompok 
rentan. 

Strategi regional harus menggabungkan protection dan production. 

27. Inflasi Regional dan Biaya Hidup 
Harga berbeda antarwilayah karena logistik, skala pasar, dan pasokan. Pendapatan nominal yang 
sama memiliki daya beli berbeda. 

Cost-of-living regional perlu dipertimbangkan dalam analisis upah dan kemiskinan. Pembangunan 
logistik dapat meningkatkan real income tanpa menaikkan gaji. 

Pengendalian inflasi daerah membutuhkan koordinasi komoditas, pasar, dan transportasi. 

28. Pendapatan Rumah Tangga dan Multiplier Lokal 
Pemulihan daerah dianggap berhasil ketika pertumbuhan PDRB meningkatkan pendapatan rumah 
tangga. Multiplier lebih besar ketika belanja dilakukan pada pemasok lokal dan pekerja lokal. 

Leakage terjadi ketika barang, tenaga kerja, dan keuntungan berasal dari luar. Oleh karena itu, local 
supplier development penting. 

Namun local content harus kompetitif agar tidak menaikkan biaya. 

29. Perempuan dan Pemuda dalam Ekonomi Daerah 
Perempuan dan pemuda sering menghadapi hambatan berbeda. Childcare, transportasi aman, 
akses modal, dan jaringan memengaruhi partisipasi perempuan. 

Pemuda membutuhkan pekerjaan pertama berkualitas, magang, dan ruang kewirausahaan. Daerah 
yang kehilangan seluruh talenta muda mengalami brain drain. 

Ekosistem lokal harus memberikan alasan ekonomi bagi talenta untuk tinggal atau kembali. 

30. Ekonomi Hijau Daerah 
Daerah dapat menciptakan green jobs melalui energi bersih, restorasi, recycling, dan efisiensi. 
Namun transisi harus sesuai struktur ekonomi lokal. 

Daerah batubara memerlukan diversifikasi dan reskilling. Daerah hutan dapat mengembangkan jasa 
lingkungan dan bioekonomi. 

Green regional development mengubah sustainability menjadi sumber daya saing. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Pemulihan Ekonomi Daerah sebagai Fondasi Kesejahteraan Nasional 
 
 

 

Halaman 11 

31. Ketahanan Iklim 
Banjir, kekeringan, kebakaran, dan kenaikan muka laut memengaruhi ekonomi lokal. Adaptasi harus 
masuk perencanaan investasi. 

Infrastruktur tahan iklim, early warning, dan insurance mengurangi kerugian. Tata ruang harus 
menghindari pembangunan pada risiko tinggi. 

Resiliensi melindungi aset dan pendapatan daerah. 

32. Pembiayaan Inovatif Daerah 
Kebutuhan investasi daerah lebih besar daripada APBD. Pemerintah dapat menggunakan PPP, 
obligasi daerah tertentu, kerja sama BUMD, dan blended finance sesuai aturan. 

Namun pembiayaan inovatif bukan cara menghindari disiplin fiskal. Proyek harus bankable dan 
manfaat publik jelas. 

Transparansi contingent liabilities sangat penting agar risiko tidak tersembunyi. 

33. BUMD dan Pengembangan Ekonomi 
BUMD dapat menyediakan layanan penting seperti air, transportasi, pasar, atau perbankan daerah. 
Namun governance menentukan manfaat. 

BUMD tidak seharusnya menjadi instrumen rente atau ekspansi tanpa bisnis yang jelas. Mandat 
publik perlu dipisahkan dari komersial. 

BUMD yang sehat dapat menjadi anchor pembangunan lokal. 

34. Peran Perguruan Tinggi 
Perguruan tinggi daerah dapat menjadi sumber talenta, riset, dan solusi lokal. Kampus memahami 
konteks dan dapat mendampingi UMKM, desa, rumah sakit, atau pemerintah. 

Kolaborasi melalui living lab, inkubasi, dan riset terapan meningkatkan dampak. 

Universitas juga mengurangi brain drain jika menyediakan ekosistem pengetahuan berkualitas. 

35. Tata Kelola dan Integritas 
Kualitas tata kelola menentukan return dari anggaran. Korupsi, proyek tidak tepat, dan birokrasi 
lambat menurunkan multiplier. 

E-procurement, open data, audit berbasis risiko, dan partisipasi warga membantu. Namun teknologi 
harus disertai penegakan dan budaya integritas. 

Daerah yang dipercaya investor dan warga memiliki biaya transaksi lebih rendah. 
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36. Data dan Perencanaan Berbasis Bukti 
PDRB, kemiskinan, tenaga kerja, harga, pendidikan, kesehatan, dan data geospasial perlu dibaca 
bersama. Perencanaan hanya berdasarkan aspirasi tanpa diagnosis dapat salah arah. 

Dashboard daerah dapat membantu, tetapi indikator harus berkaitan outcome. Data juga perlu 
granular hingga kabupaten atau desa bila memungkinkan. 

Kolaborasi BPS dan pemerintah daerah penting untuk menjaga kualitas statistik. 

37. Smart Regional Government 
Pemerintah daerah cerdas menggunakan data untuk keputusan, bukan hanya memiliki aplikasi. 
Sistem dapat membantu pemeliharaan jalan, izin, pajak, dan layanan. 

Namun interoperability dan cybersecurity harus diperhatikan. Fragmentasi aplikasi menciptakan 
biaya baru. 

Prinsip once-only dapat mengurangi beban warga dan usaha. 

38. Rantai Transmisi Pemulihan Daerah 
Artikel ini mengusulkan rantai: kapasitas lokal -> investasi -> produktivitas -> pekerjaan -> 
pendapatan rumah tangga -> konsumsi dan aset -> layanan publik -> resiliensi -> kesejahteraan 
nasional. 

Setiap mata rantai saling bergantung. Investasi tanpa skill menghasilkan leakage; produktivitas 
tanpa distribusi menghasilkan ketimpangan. 

Kerangka ini membantu menghubungkan pembangunan daerah dan outcome nasional. 

39. Regional Prosperity Scorecard 
Scorecard dapat mencakup PDRB per kapita, produktivitas, upah riil, kualitas pekerjaan, 
kemiskinan, IPM, kapasitas fiskal, investasi, kualitas layanan, konektivitas, dan modal alam. 

Indikator perlu dibandingkan dengan baseline dan daerah sejenis, bukan hanya ranking nasional. 

Tujuannya adalah learning dan accountability, bukan sekadar kompetisi angka. 

40. Roadmap 2026-2030 
Tahap awal perlu memperkuat fondasi: data, kapasitas pemerintah, konektivitas, pendidikan, 
kesehatan, UMKM, dan proyek siap jalan. 

Transfer dan pembiayaan diarahkan pada belanja produktif. Daerah perlu memilih sektor unggulan 
secara evidence-based. 

Pemulihan harus menghasilkan pekerjaan dan pendapatan, bukan hanya pembangunan fisik. 
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41. Roadmap 2030-2035 
Tahap berikutnya fokus pada upgrading: industrialisasi, jasa modern, digitalisasi, agroindustri, dan 
ekonomi hijau. 

Kota sekunder dan klaster regional diperkuat. Perguruan tinggi menjadi mitra inovasi. 

Produktivitas daerah mulai meningkat lebih cepat. 

42. Roadmap 2035-2045 
Tahap jangka panjang adalah konvergensi kesejahteraan. Daerah memiliki basis ekonomi beragam 
dan layanan publik berkualitas. 

Konektivitas nasional mengurangi perbedaan opportunity tanpa menghapus identitas lokal. 

Indonesia menjadi kuat karena banyak pusat pertumbuhan saling terhubung. 

43. Ilustrasi Naratif: Kabupaten yang Bertransformasi 
Bayangkan sebuah kabupaten agraris dengan produktivitas rendah dan banyak pemuda bermigrasi. 
Pemerintah memulai dengan perbaikan irigasi, jalan produksi, dan data komoditas. Koperasi 
dibangun ulang secara profesional, sementara politeknik membuka program pengolahan pangan 
dan maintenance. 

UMKM memperoleh pembukuan digital dan akses pengadaan. Investor pengolahan masuk karena 
pasokan dan logistik membaik. Petani mulai menjual produk olahan, bukan hanya bahan mentah. 

Dalam beberapa tahun, pendapatan meningkat, pekerjaan non-pertanian tumbuh, dan penerimaan 
daerah menguat. Contoh hipotetis ini menunjukkan bahwa transformasi regional memerlukan 
kombinasi, bukan proyek tunggal. 

44. Risiko Kebijakan 
Risiko utama adalah proyek seragam, ketergantungan transfer, elite capture, dan overinvestment 
pada infrastruktur tanpa demand. Kebijakan juga dapat gagal karena pergantian politik. 

Mitigasi memerlukan appraisal, transparansi, indikator outcome, dan partisipasi. Program harus 
dapat dihentikan jika tidak efektif. 

Fleksibilitas lokal perlu berada dalam guardrail nasional. 

45. Kesimpulan 
Pemulihan ekonomi daerah adalah fondasi kesejahteraan nasional karena kehidupan ekonomi nyata 
terjadi di wilayah. Nasional yang kuat memerlukan provinsi, kabupaten, kota, dan desa yang 
produktif, terhubung, dan memiliki institusi efektif. 
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Data 2026 menunjukkan ekonomi tumbuh kuat tetapi konsentrasi di Jawa tetap besar. Tantangan 
berikutnya bukan melemahkan pusat yang maju, melainkan memperluas kemampuan daerah lain 
menciptakan nilai. Transfer fiskal, konektivitas, pendidikan, investasi, UMKM, dan tata kelola harus 
bekerja sebagai sistem. 

Pemulihan regional yang berhasil meningkatkan pekerjaan, pendapatan, layanan, dan resiliensi. 
Ketika semakin banyak daerah mampu membangun keunggulan dan menahan nilai tambah di 
wilayah, pertumbuhan nasional menjadi lebih inklusif dan tahan lama. Dengan demikian, 
pembangunan daerah bukan kebijakan pinggiran; ia merupakan jantung strategi Indonesia menuju 
kesejahteraan nasional yang lebih merata dan berkelanjutan. 

Pendalaman Analitis dan Strategis 

A. Aglomerasi dan Dispersi 

Aglomerasi menghasilkan produktivitas karena perusahaan, pekerja, dan pengetahuan berdekatan. 
Namun ketika kemacetan, harga lahan, dan polusi meningkat, manfaat marginal turun. Kebijakan 
regional perlu memahami kapan pertumbuhan sebaiknya memperkuat pusat dan kapan perlu 
mendukung pusat baru. 

Kota sekunder dapat menyerap spillover dari metropolitan. Transportasi antarkota dan digital 
connectivity membantu membangun jaringan wilayah. 

Tujuannya bukan pemerataan aktivitas secara paksa, tetapi pemerataan kesempatan dan 
konektivitas. 

B. Typologi Daerah 

Daerah dapat diklasifikasikan menurut pertumbuhan dan pendapatan, misalnya melalui pendekatan 
Klassen, tetapi tipologi sebaiknya menjadi awal diagnosis, bukan label permanen. 

Daerah cepat tumbuh membutuhkan manajemen tekanan; daerah kaya tapi lambat perlu 
diversifikasi; daerah tumbuh cepat tapi miskin perlu memperluas distribusi; daerah tertinggal 
membutuhkan capability building. 

Kebijakan berbeda untuk tiap kategori. 

C. Economic Complexity Regional 

Kemampuan daerah menghasilkan berbagai produk kompleks mencerminkan pengetahuan kolektif. 
Diversifikasi yang terkait capability lebih realistis daripada memilih industri secara acak. 

Data perusahaan dan tenaga kerja dapat digunakan memetakan adjacency antarindustri. Daerah 
dapat bergerak ke aktivitas yang membutuhkan capability mirip tetapi bernilai lebih tinggi. 

Pendekatan ini membantu industrial policy regional. 

D. Spillover Antarwilayah 

Pertumbuhan satu daerah dapat memberi manfaat melalui permintaan, tenaga kerja, dan pemasok. 
Namun juga dapat menarik talenta dan modal dari tetangga. 
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Perencanaan lintas batas penting untuk transportasi, lingkungan, dan kawasan industri. Banyak 
metropolitan melampaui batas administrasi. 

Kerja sama antardaerah perlu mendapat insentif karena manfaat sering tidak sesuai batas fiskal. 

E. Metropolitan Governance 

Wilayah metropolitan memiliki masalah yang tidak dapat diselesaikan satu kota, seperti 
transportasi, air, sampah, banjir, dan perumahan. 

Koordinasi kelembagaan dibutuhkan agar investasi tidak terfragmentasi. Data bersama dan badan 
kerja sama dapat membantu. 

Produktivitas metropolitan merupakan aset nasional sehingga governance lintas daerah penting. 

F. Daerah Perbatasan 

Daerah perbatasan menghadapi biaya logistik tetapi juga memiliki peluang perdagangan lintas 
negara. Infrastruktur, customs, keamanan, dan pasar perlu terintegrasi. 

Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pertahanan; ekonomi lokal perlu tumbuh agar 
masyarakat memperoleh manfaat. 

Cross-border economic zones dapat dipertimbangkan sesuai konteks. 

G. Kepulauan Kecil 

Pulau kecil menghadapi biaya tinggi dan pasar kecil. Strategi perlu fokus pada niche: perikanan, 
wisata, energi terdesentralisasi, dan jasa digital. 

Daya dukung air dan lingkungan menjadi batas penting. 

Subsidi konektivitas tertentu dapat dibenarkan untuk menjamin kesempatan dasar. 

H. Otonomi Khusus 

Daerah dengan skema khusus memperoleh ruang fiskal dan kelembagaan berbeda. Evaluasi perlu 
melihat apakah tambahan sumber daya meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal. 

Kapasitas implementasi dan partisipasi masyarakat menentukan hasil. 

Dana khusus perlu memiliki outcome yang transparan dan mekanisme learning. 

I. Dana Desa dan Local Multiplier 

Dana Desa dapat menghasilkan multiplier tinggi karena dibelanjakan dekat masyarakat. Namun 
efeknya tergantung kandungan lokal dan kualitas proyek. 

Padat karya, irigasi, jalan produksi, dan fasilitas pasar dapat meningkatkan pendapatan sekaligus 
aset. 

Evaluasi harus melihat dampak ekonomi, bukan hanya penyerapan. 
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J. BUM Desa dan Market Gap 

BUM Desa paling berguna ketika mengisi market gap seperti air, cold storage, transportasi, atau 
pengolahan yang membutuhkan koordinasi. 

Jika masuk ke usaha yang sudah kompetitif tanpa keunggulan, BUM Desa dapat crowd out warga. 

Business governance dan transparansi wajib. 

K. PDRD dan Daya Saing 

Pajak daerah membiayai layanan, tetapi terlalu banyak pungutan dapat mengurangi investasi. 
Harmonisasi PDRD penting. 

Digital collection mengurangi kebocoran dan biaya kepatuhan. Basis pajak properti dapat diperkuat 
dengan data. 

Local taxing power harus terkait service quality. 

L. Pembiayaan UMKM Daerah 

Bank pembangunan daerah dapat memainkan peran, tetapi harus menjaga kualitas kredit. Lending 
sebaiknya berbasis cash flow dan supply chain. 

Penjaminan dan data transaksi membantu usaha yang kekurangan collateral. 

Kredit perlu disertai capacity building. 

M. Pasar Tradisional dan Ekonomi Lokal 

Pasar tradisional adalah infrastruktur ekonomi dan sosial. Revitalisasi dapat meningkatkan 
kebersihan, keamanan, dan logistics. 

Namun biaya sewa tidak boleh mengusir pedagang kecil. Digital payment dapat ditambahkan tanpa 
menghilangkan fungsi sosial. 

Pasar yang efisien membantu produsen dan konsumen. 

N. Local Procurement 

Pengadaan lokal dapat menciptakan demand bagi UMKM, tetapi perlu standard kualitas. Pemerintah 
dapat membagi paket dan melakukan supplier training. 

Payment speed penting karena UMKM memiliki working capital terbatas. 

Procurement menjadi instrumen upgrading, bukan sekadar afirmasi. 

O. Ketahanan Pangan Regional 

Setiap wilayah memiliki peran dalam sistem pangan nasional. Surplus dan defisit harus terhubung 
melalui logistik. 

Buffer stock dan informasi produksi membantu stabilitas. 

Daerah perlu menghindari kebijakan autarki yang mahal. 
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P. Energi Daerah 

Kualitas listrik menentukan investasi. Daerah terpencil dapat memanfaatkan renewable distributed 
systems. 

Energi lokal dapat menurunkan biaya dan membuka usaha. 

Namun operasi dan maintenance harus dirancang sejak awal. 

Q. Water Economy 

Air menentukan pertanian, industri, dan kota. Konflik air meningkat jika perencanaan sektoral 
terpisah. 

DAS melintasi batas administrasi sehingga kerja sama regional penting. 

Investasi air merupakan fondasi produktivitas. 

R. Waste Economy 

Pengelolaan sampah dapat menciptakan pekerjaan dan bahan baku recycling. Kota perlu 
membangun sorting dan collection. 

Pekerja informal harus diintegrasikan secara adil. 

Circular economy mengurangi biaya lingkungan. 

S. Regional Branding 

Daerah dapat membangun identitas produk melalui indikasi geografis, kualitas, dan storytelling. 

Branding tanpa kualitas tidak bertahan. Standard dan supply consistency diperlukan. 

Brand yang kuat meningkatkan price premium lokal. 

T. Export Hubs 

Pelabuhan dan bandara dapat menjadi export hub jika prosedur efisien dan ada produksi yang 
kompetitif. 

Trade facilitation mengurangi waktu. Cold chain penting bagi pangan. 

Daerah dapat bekerja sama dengan pusat untuk market intelligence. 

U. Talenta dan Brain Drain 

Migrasi talenta tidak selalu buruk jika terjadi circulation. Masalah muncul ketika daerah kehilangan 
SDM tanpa jalur kembali. 

Program diaspora, remote work, dan research network dapat menjaga koneksi. 

Pekerjaan berkualitas adalah cara terbaik mempertahankan talenta. 

V. Digital Nomad dan Remote Services 

Beberapa daerah wisata dapat menarik pekerja remote, menciptakan demand jasa lokal. Namun 
housing cost dan budaya perlu dikelola. 

Strategi ini cocok hanya pada daerah tertentu. 
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Konektivitas dan kualitas hidup menjadi aset ekonomi. 

W. Social Capital 

Kepercayaan dan organisasi lokal memengaruhi kemampuan menjalankan proyek kolektif. Koperasi 
dan komunitas bekerja lebih baik bila governance dipercaya. 

Modal sosial tidak dapat dibangun hanya melalui dana. 

Partisipasi dan transparansi memperkuatnya. 

X. Konflik Sumber Daya 

Investasi dapat menimbulkan konflik lahan atau lingkungan. Konflik meningkatkan biaya dan 
merusak legitimasi. 

Free, prior, and informed processes serta mekanisme grievance penting. 

Pembangunan berkelanjutan harus melindungi hak lokal. 

Y. Regional Resilience Index 

Indeks resiliensi dapat mencakup diversifikasi ekonomi, kapasitas fiskal, kesehatan, infrastruktur, 
dan risiko iklim. 

Daerah yang tumbuh tinggi tetapi sangat terkonsentrasi perlu dianggap rentan. 

Indeks membantu prioritas investasi. 

Z. Regional Learning System 

Daerah perlu belajar dari eksperimen sendiri dan daerah lain. Benchmarking, peer review, dan 
knowledge network dapat mempercepat difusi praktik. 

Kementerian dan asosiasi pemerintah daerah dapat memfasilitasi. 

Pembangunan yang adaptif memerlukan feedback loop. 

Pendalaman Strategis 1. Local Economic Development sebagai Kerangka Operasional 

Local economic development memandang pertumbuhan daerah sebagai hasil koordinasi antara 
pemerintah, dunia usaha, masyarakat, lembaga keuangan, dan institusi pengetahuan. Pemerintah 
daerah tidak perlu menjadi pelaku usaha utama, tetapi menciptakan kondisi agar investasi dan 
kewirausahaan berkembang. Kondisi tersebut meliputi kepastian izin, infrastruktur, akses lahan, 
keterampilan, informasi, serta kualitas layanan publik. 

Pendekatan ini berbeda dari strategi yang hanya mengejar proyek besar. Investasi besar dapat 
memberikan lonjakan PDRB, tetapi manfaat rumah tangga lokal bergantung pada hubungan dengan 
pemasok, pekerja, dan pasar lokal. Karena itu, local economic development menekankan linkage 
dan multiplier. 

Pemerintah daerah dapat membangun forum ekonomi lokal yang mempertemukan perusahaan, 
asosiasi UMKM, kampus, koperasi, dan perbankan. Forum tersebut berguna untuk mengidentifikasi 
bottleneck yang tidak dapat diselesaikan satu aktor. Dengan demikian, kebijakan menjadi problem-
driven dan lebih mudah dieksekusi. 
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Pendalaman Strategis 2. Strategi Pemulihan Berdasarkan Tipologi Ekonomi 

Pemulihan perlu dibedakan menurut struktur daerah. Daerah industri menghadapi masalah rantai 
pasok, energi, dan permintaan; daerah pertanian menghadapi produktivitas, cuaca, dan harga; 
daerah pariwisata menghadapi mobilitas dan kualitas destinasi; sedangkan daerah pertambangan 
menghadapi volatilitas komoditas dan diversifikasi. 

Tipologi membantu menghindari one-size-fits-all policy. Pemerintah dapat menetapkan paket 
berbeda berdasarkan sumber pertumbuhan dan tingkat kerentanan. Daerah dengan pertumbuhan 
tinggi tetapi kemiskinan tinggi memerlukan distribusi manfaat; daerah dengan pendapatan tinggi 
tetapi pertumbuhan rendah memerlukan diversifikasi dan innovation; daerah tertinggal memerlukan 
fondasi dasar. 

Tipologi bukan label permanen. Status daerah berubah seiring investasi dan transformasi. Karena 
itu, klasifikasi perlu diperbarui dan digunakan sebagai alat diagnosis, bukan sebagai stigma. 

Pendalaman Strategis 3. Pemulihan Daerah Berbasis Produktivitas 

Banyak strategi daerah masih mengukur keberhasilan dari jumlah proyek, nilai investasi, atau 
pertumbuhan PDRB. Namun kualitas pemulihan lebih tepat dilihat dari produktivitas. Produktivitas 
tenaga kerja, lahan, modal, dan layanan publik menentukan kemampuan wilayah menaikkan 
pendapatan tanpa meningkatkan biaya secara berlebihan. 

Daerah dapat meningkatkan produktivitas melalui infrastruktur, teknologi, pendidikan, manajemen, 
dan kompetisi. Salah satu tantangan adalah diffusion gap: teknologi dan praktik baik sering hanya 
digunakan perusahaan besar. Program pendampingan, pusat produktivitas, dan kerja sama 
universitas dapat memperluas difusi. 

Peningkatan produktivitas juga harus diikuti mekanisme distribusi. Jika perusahaan naik 
produktivitas tetapi upah dan supplier lokal tidak berkembang, efek kesejahteraan terbatas. Karena 
itu, strategi produktivitas perlu dihubungkan dengan pekerjaan, supplier development, dan local 
value capture. 

Pendalaman Strategis 4. Regional Value Capture 

Tidak semua nilai ekonomi yang tercipta di suatu wilayah tinggal di wilayah tersebut. Keuntungan 
dapat mengalir ke kantor pusat di luar daerah, input diimpor, dan pekerja terampil didatangkan dari 
luar. Fenomena ini disebut leakage. PDRB dapat tinggi sementara pendapatan rumah tangga lokal 
tidak meningkat sebanding. 

Regional value capture bertujuan memperbesar bagian nilai yang tertahan melalui pemasok lokal, 
tenaga kerja lokal, pajak daerah, dan reinvestasi. Kebijakan pelatihan, standardisasi pemasok, dan 
pengembangan jasa profesional lokal dapat membantu. 

Namun local value capture tidak berarti proteksi yang menurunkan efisiensi. Pemasok lokal harus 
kompetitif dan berkembang melalui capability building. Tujuan akhirnya adalah keterhubungan 
ekonomi yang sehat, bukan kewajiban administratif semata. 
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Pendalaman Strategis 5. Penguatan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Sekitar Kawasan Industri 

Kawasan industri sering menjadi mesin pertumbuhan, tetapi hubungan dengan wilayah sekitar tidak 
otomatis kuat. Pemerintah kabupaten/kota perlu menyiapkan housing, transportasi, keterampilan, 
pemasok, dan layanan agar manfaat tidak hanya berada di dalam pagar kawasan. 

Keterampilan tenaga kerja lokal harus sesuai kebutuhan perusahaan. Politeknik, SMK, dan pusat 
pelatihan dapat bekerja sama dengan industri pada kurikulum, magang, dan sertifikasi. UMKM lokal 
dapat dipersiapkan sebagai pemasok catering, maintenance, packaging, transportasi, dan 
komponen. 

Perencanaan ruang juga penting. Pertumbuhan industri tanpa housing dan transportasi dapat 
memicu kemacetan serta kenaikan harga tanah. Dengan integrasi yang baik, kawasan industri 
menjadi anchor bagi ekonomi lokal, bukan enclave. 

Pendalaman Strategis 6. Revitalisasi Pasar dan Pusat Perdagangan Lokal 

Pasar tradisional dan pusat perdagangan merupakan simpul ekonomi daerah. Revitalisasi yang baik 
dapat mengurangi kehilangan barang, memperbaiki sanitasi, meningkatkan keamanan, dan 
memperluas omzet pedagang. Namun modernisasi harus menjaga keterjangkauan kios dan tidak 
meminggirkan pedagang kecil. 

Sistem logistik pasar dapat ditingkatkan melalui cold storage, informasi harga, pembayaran digital, 
dan pengelolaan sampah. Data transaksi dapat membantu pemerintah memahami pola permintaan, 
tetapi privasi dan kesederhanaan harus dijaga. 

Pasar juga merupakan ruang sosial. Karena itu, desain revitalisasi harus melibatkan pedagang dan 
konsumen. Infrastruktur yang indah tetapi sepi tidak menghasilkan pemulihan ekonomi. 

Pendalaman Strategis 7. Peran Bank Pembangunan Daerah 

Bank pembangunan daerah dapat mendukung pemulihan melalui kredit UMKM, pembiayaan 
infrastruktur, dan layanan transaksi pemerintah. Namun peran pembangunan harus tetap berada 
dalam disiplin perbankan yang sehat. Kredit yang diarahkan secara politik tanpa evaluasi risiko 
dapat menciptakan masalah kualitas aset. 

BPD dapat memanfaatkan data transaksi daerah untuk mengembangkan cash-flow lending bagi 
usaha yang layak tetapi kurang agunan. Kerja sama dengan penjaminan kredit dan koperasi juga 
dapat memperluas akses. 

Selain kredit, BPD dapat menjadi mitra financial literacy dan digital payment. Dengan governance 
yang baik, BPD membantu memperdalam sistem keuangan lokal dan mempertahankan dana di 
wilayah. 

Pendalaman Strategis 8. Pembiayaan Infrastruktur Daerah 

Kebutuhan infrastruktur lokal sering melebihi ruang APBD. Karena itu, pembiayaan dapat 
memanfaatkan kerja sama pemerintah-swasta, pinjaman daerah, atau instrumen lain sesuai 
regulasi. Namun pembiayaan harus mengikuti kemampuan membayar dan kualitas proyek. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Pemulihan Ekonomi Daerah sebagai Fondasi Kesejahteraan Nasional 
 
 

 

Halaman 21 

Proyek yang menghasilkan user fee, seperti air atau transportasi tertentu, memiliki model berbeda 
dari proyek sosial. Struktur risiko perlu jelas: siapa menanggung construction risk, demand risk, dan 
regulatory risk. 

Pemerintah daerah juga perlu memiliki project preparation capability. Banyak proyek gagal menarik 
investor bukan karena tidak dibutuhkan, tetapi karena studi dan struktur kontrak lemah. Pembiayaan 
inovatif hanya efektif jika governance dan kesiapan proyek kuat. 

Pendalaman Strategis 9. Ekonomi Desa-Kota sebagai Satu Sistem 

Desa dan kota sering diperlakukan terpisah, padahal hubungan keduanya erat. Desa memasok 
pangan, tenaga kerja, dan bahan baku; kota menyediakan pasar, jasa, pendidikan, dan teknologi. 
Konektivitas yang baik membuat hubungan menjadi mutual. 

Kota kecil dapat menjadi pusat pengolahan dan distribusi bagi desa sekitar. Hal ini mengurangi 
kebutuhan mengirim seluruh hasil mentah ke kota besar. Selain itu, layanan kesehatan dan 
pendidikan regional dapat mengurangi biaya perjalanan. 

Perencanaan wilayah perlu memperkuat rural-urban linkages, bukan hanya urbanisasi. 
Pembangunan seimbang berarti kesempatan dapat diakses tanpa harus semua penduduk pindah ke 
metropolitan. 

Pendalaman Strategis 10. Mengatasi Brain Drain Daerah 

Daerah tertinggal sering kehilangan lulusan terbaik karena pekerjaan berkualitas terkonsentrasi di 
kota besar. Brain drain dapat mengurangi kapasitas inovasi lokal dan kualitas pemerintahan. 

Solusi bukan membatasi migrasi, tetapi menciptakan circulation. Talenta dapat memperoleh 
pengalaman di luar dan tetap terhubung melalui proyek, mentoring, investasi, atau kerja jarak jauh. 
Program diaspora daerah dapat memanfaatkan jaringan tersebut. 

Pada akhirnya, cara paling kuat mempertahankan talenta adalah menciptakan pekerjaan dan 
ekosistem profesional yang menarik. Perguruan tinggi, rumah sakit, perusahaan, dan pemerintah 
daerah harus menyediakan career path yang kredibel. 

Pendalaman Strategis 11. Pembangunan Ekonomi Berbasis Universitas 

Kota dengan universitas memiliki aset pengetahuan yang sering belum dimanfaatkan penuh. 
Kampus dapat menjadi sumber inovasi, tenaga ahli, startup, dan layanan konsultasi bagi pemerintah 
serta usaha. 

Model university-led regional development mencakup science park, inkubator, laboratorium 
bersama, dan extension service. Namun keberhasilan membutuhkan insentif agar dosen dan 
mahasiswa berinteraksi dengan masalah lokal. 

Perguruan tinggi juga menjadi anchor institution melalui belanja, tenaga kerja, dan jaringan. Jika 
procurement kampus melibatkan pemasok lokal berkualitas, multiplier ekonomi meningkat. 
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Pendalaman Strategis 12. Rumah Sakit sebagai Anchor Institution Daerah 

Rumah sakit besar bukan hanya penyedia layanan kesehatan, tetapi institusi ekonomi. Ia 
mempekerjakan tenaga profesional, membeli obat dan makanan, membutuhkan transportasi, 
laundry, teknologi, dan konstruksi. 

Pemerintah daerah dapat mendorong supplier development untuk kebutuhan nonklinis tanpa 
mengorbankan standard. Pendidikan tenaga kesehatan lokal juga mengurangi ketergantungan pada 
tenaga dari luar. 

Hospital-based local development perlu tetap mengutamakan keselamatan pasien. Prinsipnya 
adalah menggunakan belanja institusi untuk memperkuat ekonomi lokal secara efisien dan 
transparan. 

Pendalaman Strategis 13. Digital Public Infrastructure di Daerah 

Identitas digital, pembayaran, pertukaran data, dan platform layanan dapat mengurangi biaya 
transaksi pemerintah daerah. Warga tidak perlu mengulang dokumen dan pelaku usaha dapat 
mengurus izin lebih cepat. 

Namun digitalisasi perlu interoperabel. Fragmentasi aplikasi membuat biaya pemeliharaan tinggi 
dan pengalaman warga buruk. Standar nasional dapat menjadi fondasi, sementara daerah 
membangun use case lokal. 

Cybersecurity menjadi semakin penting. Sistem pajak, rumah sakit, dan layanan daerah 
mengandung data sensitif. Investasi keamanan harus menjadi bagian desain awal. 

Pendalaman Strategis 14. Open Data untuk Ekonomi Daerah 

Data terbuka mengenai transportasi, tata ruang, harga, perizinan, dan pengadaan dapat mendorong 
inovasi serta akuntabilitas. Startup dan peneliti dapat membangun layanan yang membantu warga. 

Namun open data harus mempertimbangkan privasi dan kualitas. Data yang tidak diperbarui dapat 
menyesatkan. 

Pemerintah daerah perlu memiliki data catalog dan standard metadata. Open data yang baik 
mengurangi information asymmetry dan meningkatkan kualitas keputusan investasi. 

Pendalaman Strategis 15. Regional Innovation System 

Inovasi tidak hanya terjadi di laboratorium. Ia muncul dari hubungan antara perusahaan, universitas, 
pemerintah, lembaga keuangan, dan pengguna. Regional innovation system menekankan jaringan 
tersebut. 

Daerah dengan industri makanan, misalnya, membutuhkan riset pangan, packaging, standard, dan 
desain. Daerah maritim membutuhkan teknologi cold chain, aquaculture, dan navigasi. Fokus 
inovasi harus dekat dengan basis ekonomi. 

Dana riset lokal yang kecil tetapi terarah dapat efektif jika menghubungkan aktor. Tujuannya 
menciptakan problem-solving capacity di daerah. 
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Pendalaman Strategis 16. Pengembangan Klaster Berbasis Bukti 

Klaster sebaiknya tumbuh dari konsentrasi capability yang sudah ada atau berpotensi, bukan 
semata penetapan administratif. Data perusahaan, tenaga kerja, ekspor, dan supplier dapat 
menunjukkan apakah sebuah klaster memiliki dasar. 

Pemerintah dapat memperbaiki coordination failure dengan menyediakan training center, testing 
facility, atau kawasan bersama. Namun perusahaan tetap harus bersaing. 

Keberhasilan klaster diukur dari produktivitas, inovasi, dan ekspor, bukan jumlah rapat atau 
branding kawasan. 

Pendalaman Strategis 17. Special Economic Zone dan Dampak Lokal 

Kawasan ekonomi khusus dapat menarik investasi melalui fasilitas dan governance. Namun 
manfaat lokal tergantung linkage. Jika input dan tenaga kerja seluruhnya berasal dari luar, dampak 
regional terbatas. 

Pemerintah daerah perlu menyiapkan supplier, skill, housing, dan konektivitas. Data mengenai 
procurement perusahaan dapat membantu merancang supplier program. 

SEZ yang sukses menjadi katalis capability regional, bukan hanya lokasi produksi dengan insentif. 

Pendalaman Strategis 18. Pengembangan Ekonomi Perbatasan 

Wilayah perbatasan sering menghadapi biaya tinggi dan keterbatasan pasar, tetapi memiliki peluang 
perdagangan lintas negara. Infrastruktur dan customs yang efisien dapat mengubah posisi geografis 
menjadi keunggulan. 

Pasar perbatasan, logistics hub, dan jasa dapat berkembang. Namun keamanan dan tata niaga perlu 
jelas. 

Pembangunan ekonomi perbatasan juga memperkuat kehadiran negara melalui kesejahteraan 
masyarakat. Pendekatan ekonomi melengkapi pendekatan keamanan. 

Pendalaman Strategis 19. Ekonomi Kepulauan dan Biaya Transportasi 

Provinsi kepulauan menghadapi tantangan unik karena konektivitas laut merupakan kebutuhan 
dasar. Biaya angkut yang tinggi memengaruhi harga dan daya saing. 

Kebijakan dapat menggabungkan subsidi rute strategis, port efficiency, digital logistics, dan 
pengembangan muatan balik. Produksi lokal tertentu dapat mengurangi empty backhaul. 

Perencanaan kepulauan perlu melihat jaringan pulau, bukan setiap kabupaten secara terpisah. Hub-
and-spoke dapat meningkatkan efisiensi. 

Pendalaman Strategis 20. Ketahanan Fiskal pada Daerah Komoditas 

Daerah yang pendapatannya bergantung komoditas menghadapi volatilitas. Ketika harga tinggi, 
penerimaan meningkat dan belanja cenderung naik; ketika harga turun, proyek terganggu. 

Fiscal smoothing melalui dana cadangan dan belanja yang hati-hati dapat meningkatkan stabilitas. 
Windfall sebaiknya diarahkan ke aset produktif, bukan seluruhnya menjadi belanja rutin. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Pemulihan Ekonomi Daerah sebagai Fondasi Kesejahteraan Nasional 
 
 

 

Halaman 24 

Diversifikasi basis pajak dan ekonomi mengurangi risiko. Pendapatan komoditas perlu dipandang 
sebagai kesempatan membangun capability jangka panjang. 

Pendalaman Strategis 21. Resiliensi UMKM terhadap Shock 

UMKM paling rentan terhadap penurunan permintaan, kenaikan biaya, dan gangguan supply. 
Program pemulihan perlu membantu cash flow tetapi juga memperkuat model usaha. 

Digital bookkeeping, inventory, diversifikasi pelanggan, dan emergency finance meningkatkan 
resilience. Pemerintah dapat bekerja sama dengan bank dan platform untuk early warning. 

Tujuan program bukan mempertahankan semua usaha apa pun kondisinya, melainkan membantu 
usaha layak beradaptasi dan pekerja berpindah bila model bisnis tidak lagi viable. 

Pendalaman Strategis 22. Ekonomi Sosial dan Solidaritas 

Koperasi, yayasan, BUM Desa, dan social enterprise dapat menyediakan layanan pada area yang 
kurang menarik bagi perusahaan komersial. Mereka penting pada perawatan, pangan, lingkungan, 
dan inklusi. 

Namun sustainability finansial tetap dibutuhkan. Organisasi sosial tidak boleh bergantung terus 
pada hibah tanpa model pendapatan. 

Ekonomi sosial dapat menjadi jembatan antara tujuan kesejahteraan dan disiplin ekonomi lokal. 

Pendalaman Strategis 23. Green Industrial Park 

Kawasan industri hijau dapat menggunakan energi bersih, circular water, waste exchange, dan 
efisiensi material. Daerah memperoleh investasi sambil mengurangi tekanan lingkungan. 

Industrial symbiosis memungkinkan limbah satu perusahaan menjadi input perusahaan lain. Ini 
mengurangi biaya dan menciptakan usaha baru. 

Namun green label harus berbasis indikator. Monitoring emisi, air, dan limbah perlu transparan. 

Pendalaman Strategis 24. Pembayaran Jasa Lingkungan 

Daerah hulu menyediakan fungsi air, hutan, dan karbon bagi wilayah lain. Pembayaran jasa 
lingkungan dapat memberikan insentif konservasi dan pendapatan lokal. 

Skema perlu memastikan additionality dan benefit sharing. Masyarakat penjaga hutan harus 
memperoleh bagian. 

Instrumen ini dapat memperluas basis ekonomi wilayah konservasi tanpa mendorong eksploitasi. 

Pendalaman Strategis 25. Bioekonomi Regional 

Biodiversitas dapat menjadi dasar pangan, obat, kosmetik, material, dan jasa penelitian. Namun 
nilai tinggi membutuhkan riset dan intellectual property. 

Daerah perlu melindungi pengetahuan lokal dan memastikan benefit sharing. Universitas dapat 
membantu standardisasi dan riset. 

Bioekonomi yang baik meningkatkan nilai sumber daya tanpa merusak basis ekologis. 
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Pendalaman Strategis 26. Ekonomi Sirkular Kota 

Kota menghasilkan sampah yang dapat menjadi sumber material. Sistem circular economy 
membutuhkan pemilahan, collection, recycling, dan pasar material sekunder. 

Pekerja informal dapat diintegrasikan melalui koperasi atau kontrak, sehingga pendapatan dan 
keselamatan meningkat. 

Pengadaan pemerintah dapat menciptakan demand bagi produk recycled. Circularity menjadi 
bagian economic development, bukan hanya kebersihan. 

Pendalaman Strategis 27. Adaptasi Iklim sebagai Investasi 

Adaptasi sering dianggap biaya, padahal ia mencegah kerugian dan melindungi basis pajak. 
Drainage, mangrove, early warning, dan resilient agriculture menghasilkan avoided losses. 

Daerah perlu memasukkan climate risk dalam appraisal proyek. Infrastruktur murah tetapi rentan 
dapat menjadi mahal sepanjang siklus hidup. 

Pendanaan iklim dapat membantu, tetapi project preparation tetap penting. 

Pendalaman Strategis 28. Local Content versus Local Capability 

Kebijakan local content sering menargetkan persentase pembelian lokal. Namun angka tersebut 
dapat formal tanpa peningkatan kemampuan. 

Local capability lebih substantif: pemasok mampu memenuhi quality, delivery, dan innovation. 
Program supplier development perlu fokus pada capability. 

Ketika kemampuan lokal meningkat, penggunaan lokal terjadi karena efisiensi, bukan kewajiban. 

Pendalaman Strategis 29. Regional Labor Market 

Pasar kerja sering melintasi batas kabupaten. Pekerja tinggal di satu daerah dan bekerja di daerah 
lain. Karena itu, kebijakan skill dan transportasi perlu melihat labor-market area. 

Data commuting dapat membantu perencanaan. Transportasi publik regional memperluas pilihan 
pekerjaan. 

Koordinasi antardaerah mengurangi mismatch dan menahan tekanan housing pada pusat 
pekerjaan. 

Pendalaman Strategis 30. Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Nasional sebagai Sistem 

Kesejahteraan nasional muncul ketika wilayah saling menguatkan. Daerah pangan menyediakan 
stabilitas harga; daerah industri menciptakan barang dan pekerjaan; kota menyediakan jasa; wilayah 
konservasi menjaga ekosistem; perbatasan menghubungkan perdagangan. 

Tidak semua daerah harus mengejar struktur ekonomi yang sama. Spesialisasi dapat meningkatkan 
efisiensi jika konektivitas dan distribusi manfaat baik. 

Strategi nasional perlu mengelola portfolio regions. Keberhasilan Indonesia bukan membuat seluruh 
daerah identik, melainkan membuat setiap daerah mampu berkontribusi optimal dan memberikan 
standar hidup layak bagi warganya. 
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Pendalaman Strategis 31. Ekonomi Maluku dan Papua dalam Perspektif Konektivitas 

Maluku dan Papua menghadapi biaya logistik tinggi, kepadatan penduduk rendah, dan jarak 
antarpusat permukiman yang besar. Karena itu, strategi pemulihan tidak dapat hanya meniru Jawa. 
Infrastruktur harus dipilih dengan mempertimbangkan skala, ketahanan, dan biaya pemeliharaan. 

Pelabuhan, penerbangan perintis, energi lokal, telekomunikasi, serta cold chain mempunyai peran 
yang sangat besar. Namun investasi fisik perlu diikuti pengembangan usaha lokal agar konektivitas 
tidak hanya memperbesar arus barang masuk. 

Perikanan, pertanian spesifik lokal, jasa lingkungan, pariwisata, dan ekonomi berbasis budaya dapat 
menjadi sumber pertumbuhan. Pembangunan perlu melibatkan masyarakat adat dan menghormati 
hak atas tanah. Dengan demikian, pemulihan menjadi proses memperbesar capability lokal, bukan 
sekadar ekspansi aktivitas ekonomi dari luar. 

Pendalaman Strategis 32. Sulawesi sebagai Koridor Industri dan Agro-Maritim 

Sulawesi memiliki kombinasi industri pengolahan mineral, pertanian, perikanan, dan jasa. 
Pertumbuhan industri dapat menjadi mesin transformasi, tetapi perlu dihubungkan dengan tenaga 
kerja dan pemasok lokal. 

Pendidikan vokasi pada engineering, maintenance, logistics, safety, dan digital operation dapat 
memperbesar local employment. Di sisi lain, kakao, kelapa, perikanan, dan hortikultura dapat naik 
kelas melalui pengolahan dan branding. 

Strategi koridor tidak harus menciptakan ketergantungan pada satu sektor. Justru diversifikasi 
industri, agroindustri, dan ekonomi maritim akan meningkatkan ketahanan. Konektivitas 
antarwilayah Sulawesi dan ke kawasan timur Indonesia dapat memperbesar pasar. 

Pendalaman Strategis 33. Sumatra sebagai Basis Agroindustri dan Energi 

Sumatra memiliki basis perkebunan, energi, industri, dan pelabuhan yang kuat. Tantangannya 
adalah meningkatkan nilai tambah sambil mengurangi tekanan ekologis. 

Agroindustri dapat memperluas pengolahan kelapa sawit, karet, kopi, pulp, dan komoditas lain. 
Circular economy memungkinkan limbah biomassa menjadi energi atau bahan baku. Pelabuhan 
yang efisien memperkuat ekspor. 

Namun perlindungan gambut, hutan, dan DAS perlu menjadi bagian strategi. Kebakaran dan banjir 
menciptakan biaya kesehatan dan ekonomi yang besar. Pemulihan yang berkelanjutan berarti 
memanfaatkan basis produktif tanpa mengikis modal alam. 

Pendalaman Strategis 34. Kalimantan dan Diversifikasi Pascakomoditas 

Kalimantan menghadapi peluang dari pembangunan IKN, energi, kehutanan, dan industri. Namun 
ketergantungan pada batubara dan ekstraksi membuat diversifikasi penting. 

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan infrastruktur baru untuk menarik jasa, teknologi, 
pendidikan, dan industri hijau. Ekonomi hutan yang berkelanjutan, restorasi, dan bioekonomi dapat 
menciptakan sumber pendapatan alternatif. 
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Pembangunan IKN juga dapat menjadi laboratorium tata kota, energi, dan layanan digital. Tetapi 
spillover ke daerah sekitar memerlukan konektivitas dan supplier development. Tanpa linkage, 
manfaat akan terkonsentrasi. 

Pendalaman Strategis 35. Jawa: Produktivitas Tinggi dan Tekanan Aglomerasi 

Jawa tetap menjadi pusat ekonomi nasional. Tantangannya bukan sekadar mempertahankan 
pertumbuhan, tetapi mengelola kemacetan, harga lahan, polusi, dan ketimpangan kota-desa. 

Produktivitas Jawa dapat ditingkatkan melalui transportasi massal, redevelopment kawasan, 
manufaktur maju, jasa modern, dan riset. Kota-kota besar perlu lebih terhubung sebagai jaringan 
metropolitan. 

Pada saat yang sama, pengembangan kota menengah dan kawasan perdesaan produktif 
mengurangi konsentrasi. Jawa yang lebih efisien akan tetap menjadi mesin nasional sekaligus 
memberi ruang pertumbuhan lebih besar bagi wilayah lain. 

Pendalaman Strategis 36. Bali dan Daerah Pariwisata: Diversifikasi setelah Shock 

Daerah yang sangat bergantung pada pariwisata belajar dari pandemi bahwa spesialisasi berlebihan 
meningkatkan kerentanan. Pemulihan perlu menjaga kekuatan pariwisata sambil memperluas 
ekonomi kreatif, digital, pertanian premium, pendidikan, dan kesehatan. 

Pariwisata berkualitas sebaiknya mengejar belanja per wisatawan dan lama tinggal, bukan hanya 
volume. Pengelolaan air, sampah, lalu lintas, dan budaya menentukan sustainability. 

Diversifikasi memberi rumah tangga pilihan pendapatan ketika arus wisata terganggu. Daerah wisata 
yang resilien memiliki beberapa sumber ekonomi yang saling mendukung. 

Pendalaman Strategis 37. Nusa Tenggara dan Pembangunan Berbasis Daya Dukung 

Nusa Tenggara memiliki peluang pada pariwisata, peternakan, pertanian kering, perikanan, dan 
energi terbarukan. Keterbatasan air menjadikan carrying capacity isu strategis. 

Teknologi irigasi efisien, water harvesting, energi surya, dan logistics dapat meningkatkan 
produktivitas. Pariwisata perlu disesuaikan kapasitas air dan ekosistem. 

Pembangunan berbasis daya dukung mencegah investasi yang menciptakan konflik sumber daya. 
Dengan perencanaan tepat, keterbatasan ekologis justru mendorong inovasi dan efisiensi. 

Pendalaman Strategis 38. Regional Supply Chain Resilience 

Daerah perlu memahami ketergantungan terhadap input kritis. Pabrik dapat berhenti karena satu 
komponen, peternak terdampak pakan, dan rumah sakit terganggu obat. 

Pemetaan supply chain membantu mengidentifikasi single point of failure. Diversifikasi pemasok 
dan stok strategis tertentu dapat meningkatkan ketahanan. 

Namun redundancy memiliki biaya. Strategi perlu menyeimbangkan efficiency dan resilience. Data 
digital membantu melihat perubahan pasokan lebih cepat. 
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Pendalaman Strategis 39. Ketahanan Pekerjaan di Daerah 

Pekerjaan daerah sering terkonsentrasi pada sedikit sektor. Ketika sektor utama terkena shock, 
pengangguran meningkat cepat. Diversifikasi pekerjaan menjadi bagian resiliensi. 

Pelatihan lintas skill, portable benefits, dan informasi pasar kerja membantu pekerja berpindah. 
Pemerintah daerah dapat menyiapkan rapid response team bersama perusahaan dan lembaga 
pelatihan. 

Tujuan bukan mempertahankan setiap pekerjaan lama, tetapi memastikan pekerja memiliki jalur 
menuju pekerjaan baru tanpa kehilangan kesejahteraan secara permanen. 

Pendalaman Strategis 40. Perumahan sebagai Infrastruktur Ekonomi Daerah 

Daerah yang berhasil menarik investasi sering menghadapi kenaikan harga rumah. Jika pekerja tidak 
mampu tinggal dekat pekerjaan, biaya perjalanan meningkat dan productivity gain berkurang. 

Perencanaan kawasan perlu memasukkan housing sejak awal. Rental housing, transportasi, dan 
mixed-use development membantu. 

Perumahan juga merupakan aset rumah tangga. Kebijakan yang sehat menjaga affordability tanpa 
mendorong spekulasi berlebihan. 

Pendalaman Strategis 41. Care Economy sebagai Mesin Lokal 

Childcare, eldercare, dan layanan kesehatan adalah aktivitas lokal yang sulit dipindahkan. Karena 
itu, care economy dapat menjadi sumber pekerjaan sekaligus meningkatkan partisipasi kerja 
anggota keluarga lain. 

Profesionalisasi care workers meningkatkan kualitas dan pendapatan. Pemerintah daerah dapat 
mengembangkan standard, training, dan fasilitas. 

Dengan populasi menua dan partisipasi perempuan meningkat, care infrastructure akan menjadi 
semakin penting bagi produktivitas regional. 

Pendalaman Strategis 42. Ketahanan Energi UMKM 

UMKM rentan terhadap kenaikan harga energi dan gangguan listrik. Efisiensi energi, rooftop solar 
tertentu, dan peralatan hemat energi dapat menurunkan biaya. 

Namun investasi awal sering menjadi hambatan. Skema pembiayaan efisiensi dapat membantu jika 
penghematan cukup untuk membayar cicilan. 

Pemerintah daerah dapat menyediakan audit energi sederhana bagi sentra industri kecil. 
Penghematan biaya meningkatkan margin dan daya saing. 

Pendalaman Strategis 43. Infrastruktur Sosial dan Produktivitas 

Produktivitas daerah bukan hanya hasil jalan dan mesin. Childcare, taman, perpustakaan, pusat 
komunitas, dan fasilitas olahraga juga memengaruhi kualitas hidup dan daya tarik wilayah. 

Talenta memilih tempat tinggal berdasarkan amenities. Daerah dengan kualitas hidup baik lebih 
mudah mempertahankan tenaga profesional. 
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Infrastruktur sosial juga memperkuat interaksi komunitas dan modal sosial. Nilainya sering tidak 
tertangkap langsung dalam PDRB, tetapi penting bagi pembangunan jangka panjang. 

Pendalaman Strategis 44. Regional Branding dan Investasi 

Daerah sering melakukan promosi investasi, tetapi branding yang efektif harus didukung real 
capability. Investor membutuhkan kepastian lahan, listrik, tenaga kerja, logistics, dan governance. 

Branding dapat menekankan cluster yang jelas, seperti agroindustri, teknologi, pariwisata, atau 
maritim. Data dan success story membantu kredibilitas. 

Promosi tanpa perbaikan fundamental hanya menghasilkan kunjungan, bukan investasi. Karena itu, 
investment marketing harus menjadi ujung dari reformasi, bukan pengganti reformasi. 

Pendalaman Strategis 45. One-Stop Service dan Reformasi Perizinan 

Pelayanan perizinan terpadu dapat mengurangi waktu dan uncertainty bagi investor serta UMKM. 
Namun digital one-stop service tidak efektif jika instansi internal tetap bekerja terpisah. 

Reformasi perlu menyederhanakan proses, menghapus izin yang tidak perlu, dan menetapkan 
service-level agreement. Data proses dapat digunakan untuk mengetahui bottleneck. 

Perizinan yang cepat tetapi mengabaikan lingkungan juga berbahaya. Tujuannya adalah kepastian 
dan kualitas, bukan sekadar kecepatan. 

Pendalaman Strategis 46. Pemulihan Daerah dan Inklusi Disabilitas 

Pembangunan ekonomi yang inklusif perlu memastikan penyandang disabilitas dapat mengakses 
pendidikan, pekerjaan, transportasi, dan layanan digital. 

Universal design pada fasilitas publik dan platform memperluas partisipasi. Pelatihan kerja dan 
insentif reasonable accommodation membantu perusahaan. 

Inklusi meningkatkan pemanfaatan modal manusia. Daerah yang aksesibel juga lebih ramah bagi 
lansia dan keluarga. 

Pendalaman Strategis 47. Indikator Kesejahteraan di Bawah Tingkat Provinsi 

Rata-rata provinsi dapat menyembunyikan ketimpangan antar kabupaten dan kota. Daerah 
metropolitan yang kaya dapat berdampingan dengan wilayah pinggiran tertinggal. 

Data subprovinsi mengenai kemiskinan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan harga perlu 
digunakan dalam perencanaan. Geospatial analysis membantu melihat cluster kerentanan. 

Pendekatan granular membuat intervensi lebih tepat dan mencegah kebijakan hanya mengikuti rata-
rata. 

Pendalaman Strategis 48. Public-Private-Community Partnership 

Banyak masalah lokal membutuhkan kerja sama tiga pihak: pemerintah, perusahaan, dan 
komunitas. Pemerintah memberi aturan dan koordinasi, perusahaan membawa modal dan keahlian, 
komunitas memberi legitimasi serta pengetahuan lokal. 
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Model ini berguna pada wisata, sampah, air, dan konservasi. Namun pembagian manfaat harus 
jelas. 

Kontrak dan governance perlu mencegah community participation menjadi simbolik. Kemitraan yang 
sehat membangun trust dan keberlanjutan. 

Pendalaman Strategis 49. Strategi Exit dari Program Pemulihan 

Program pemulihan sering bersifat sementara, seperti subsidi, bantuan, atau restrukturisasi. Jika 
tidak memiliki exit strategy, program dapat menjadi beban permanen. 

Exit sebaiknya didasarkan pada indikator seperti pemulihan omzet, pekerjaan, atau harga. Dukungan 
dapat beralih dari bantuan langsung ke pelatihan atau pembiayaan produktif. 

Transisi yang jelas juga membantu pelaku usaha merencanakan. Kebijakan pemulihan yang matang 
tidak hanya tahu kapan dimulai, tetapi juga kapan dan bagaimana dihentikan. 

Pendalaman Strategis 50. Dari Pemulihan Regional menuju Kemakmuran Nasional 

Pemulihan daerah adalah tahap awal menuju transformasi. Ketika daerah memperbaiki 
produktivitas, layanan, institusi, dan konektivitas, mereka tidak hanya kembali ke kondisi sebelum 
krisis tetapi membangun kemampuan baru. 

Kemakmuran nasional muncul dari banyak wilayah yang produktif dan saling terhubung. Daerah 
tidak harus seragam; yang penting adalah setiap warga memiliki akses pada layanan dasar dan 
kesempatan ekonomi. 

Dengan perspektif ini, kebijakan regional menjadi strategi utama Indonesia untuk mengubah 
pertumbuhan menjadi kesejahteraan. Nasional yang sejahtera dibangun dari daerah yang mampu 
belajar, beradaptasi, dan menciptakan nilai bagi masyarakatnya. 

Pendalaman Strategis 51. Insentif Kinerja Daerah 

Transfer dan dukungan pusat dapat dirancang untuk memberi insentif pada outcome tanpa 
mengorbankan fungsi pemerataan. Daerah yang berhasil memperbaiki layanan, meningkatkan 
investasi, atau mengurangi kemiskinan dapat memperoleh penghargaan fiskal tertentu. Namun 
indikator harus mempertimbangkan kondisi awal agar daerah yang sudah maju tidak selalu unggul. 

Insentif terbaik adalah yang sederhana, transparan, dan dapat dipengaruhi oleh tindakan 
pemerintah daerah. Indikator terlalu banyak mendorong gaming dan administrasi. Selain itu, 
penghargaan sebaiknya mendukung replikasi praktik baik, bukan hanya menjadi tambahan dana. 

Pendekatan kinerja membantu menghubungkan transfer dengan akuntabilitas. Namun daerah 
tertinggal tetap membutuhkan capacity support agar dapat bersaing secara adil. 

Pendalaman Strategis 52. Manajemen Aset Daerah 

Pemerintah daerah memiliki tanah, bangunan, pasar, terminal, rumah sakit, dan berbagai aset. 
Banyak aset belum dikelola optimal atau bahkan menimbulkan biaya pemeliharaan tanpa manfaat 
ekonomi yang jelas. 
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Asset management perlu memetakan kondisi, penggunaan, nilai, dan biaya. Aset tidak terpakai 
dapat direvitalisasi melalui kerja sama yang transparan. Namun monetisasi tidak boleh 
mengorbankan fungsi publik. 

Pengelolaan aset yang baik dapat membuka ruang fiskal tanpa menaikkan pajak. Lebih penting lagi, 
aset publik dapat menjadi platform bagi kegiatan ekonomi, seperti ruang UMKM, inkubator, atau 
fasilitas logistik. 

Pendalaman Strategis 53. Pengelolaan BUMD Berbasis Kinerja 

BUMD perlu memiliki mandat yang jelas: apakah fungsi utamanya komersial, pelayanan publik, atau 
keduanya. Tanpa kejelasan, evaluasi kinerja menjadi sulit dan risiko intervensi politik meningkat. 

BUMD komersial harus menghasilkan return yang wajar, sedangkan penugasan publik perlu 
dikompensasi secara transparan. Board dan manajemen harus dipilih berdasarkan kompetensi. 

BUMD yang sehat dapat menyediakan layanan penting dan menjadi sumber pendapatan daerah. 
Sebaliknya, BUMD lemah menguras fiskal dan mengalihkan perhatian dari prioritas lain. 

Pendalaman Strategis 54. Kolaborasi Antarkabupaten dalam Kawasan Ekonomi 

Aktivitas ekonomi sering melampaui batas administratif. Kawasan industri, wisata, DAS, dan pasar 
tenaga kerja dapat mencakup beberapa kabupaten. Tanpa koordinasi, setiap daerah membangun 
infrastruktur sendiri dan terjadi duplikasi. 

Kolaborasi dapat dilakukan melalui kesepakatan layanan, badan bersama, atau skema pembiayaan 
proporsional. Pemerintah pusat dan provinsi dapat memberi insentif. 

Manfaat koordinasi adalah skala ekonomi dan konsistensi kebijakan. Tantangannya adalah 
pembagian biaya dan manfaat, sehingga mekanisme yang transparan diperlukan. 

Pendalaman Strategis 55. Statistik Daerah sebagai Infrastruktur Kebijakan 

Data yang berkualitas merupakan infrastruktur tidak berwujud. Pemerintah daerah membutuhkan 
statistik yang tepat waktu untuk memahami perubahan usaha, pekerjaan, harga, dan kemiskinan. 

Kerja sama dengan BPS penting untuk menjaga metodologi, sementara data administratif dapat 
memberikan frekuensi lebih tinggi. Integrasi harus memperhatikan privasi. 

Kapasitas analitik juga diperlukan. Memiliki dashboard tanpa kemampuan menafsirkan data tidak 
cukup. Aparatur perlu memahami indikator, ketidakpastian, dan evaluasi dampak. 

Pendalaman Strategis 56. Regional Foresight dan Skenario 

Daerah sering merencanakan berdasarkan tren masa lalu, padahal teknologi, iklim, dan geopolitik 
dapat mengubah struktur ekonomi. Regional foresight membantu mengeksplorasi beberapa 
skenario masa depan. 

Skenario bukan ramalan, tetapi alat untuk menguji ketahanan strategi. Daerah tambang dapat 
bertanya apa yang terjadi jika permintaan komoditas turun; daerah wisata dapat menguji shock 
perjalanan; kota industri dapat menilai otomatisasi. 
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Dengan foresight, investasi hari ini dapat dirancang lebih fleksibel. Strategi yang robust bekerja 
cukup baik pada beberapa kemungkinan masa depan. 

Pendalaman Strategis 57. Kepemimpinan Daerah dan Konsistensi Kebijakan 

Transformasi ekonomi membutuhkan waktu lebih panjang daripada satu periode politik. Karena itu, 
konsistensi visi lintas pemerintahan penting. Konsistensi bukan berarti mempertahankan program 
yang gagal, tetapi menjaga tujuan strategis. 

Dokumen perencanaan, data, dan institusi profesional membantu mengurangi ketergantungan pada 
individu. Partisipasi dunia usaha dan masyarakat juga memperkuat continuity. 

Pemimpin daerah yang efektif mampu memilih prioritas, membangun koalisi, dan 
mengkomunikasikan trade-off. Kepemimpinan menjadi faktor penting yang menghubungkan desain 
kebijakan dengan eksekusi. 

Pendalaman Strategis 58. Prinsip Akhir: Daerah sebagai Fondasi Negara 

Kesejahteraan nasional tidak turun dari pusat secara otomatis. Ia dibentuk melalui jutaan interaksi 
ekonomi dan layanan di wilayah. Karena itu, kualitas pemerintah daerah, perusahaan lokal, sekolah, 
rumah sakit, koperasi, pasar, dan infrastruktur menentukan pengalaman warga terhadap 
pembangunan. 

Prinsip akhirnya adalah subsidiarity yang cerdas: masalah diselesaikan pada tingkat pemerintahan 
paling dekat yang memiliki kapasitas, sementara pusat menjaga standard, redistribusi, dan 
koordinasi lintas wilayah. Daerah diberi ruang berinovasi tetapi tetap berada dalam kerangka 
akuntabilitas. 

Dengan model ini, pemulihan ekonomi menjadi lebih tahan lama karena sumber pertumbuhan 
tersebar. Indonesia menjadi kuat bukan hanya karena satu pusat ekonomi besar, tetapi karena 
banyak daerah mampu menciptakan nilai, pekerjaan, dan kesejahteraan secara berkelanjutan. 

Pendalaman Strategis 59. Pemulihan Daerah dan Ketahanan Rumah Tangga 

Ukuran akhir dari pemulihan daerah adalah kemampuan rumah tangga menghadapi risiko tanpa 
kehilangan standar hidup dasar. Daerah yang ekonominya tumbuh tetapi rumah tangganya tetap 
mudah jatuh miskin belum memiliki fondasi yang kuat. Karena itu, strategi regional perlu 
menghubungkan pertumbuhan dengan tabungan, perlindungan sosial, akses kesehatan, dan 
pembentukan aset. 

Pekerjaan formal, usaha yang produktif, serta layanan publik yang baik memperkuat household 
resilience. Infrastruktur juga berperan: transportasi murah meningkatkan disposable income, 
layanan kesehatan mengurangi risiko pengeluaran besar, dan konektivitas digital membuka peluang 
pendapatan tambahan. 

Dengan demikian, kesejahteraan regional perlu dibaca dari sisi produksi dan ketahanan rumah 
tangga sekaligus. Pertumbuhan dan perlindungan bukan dua agenda terpisah, melainkan saling 
memperkuat. 
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Pendalaman Strategis 60. Regional Human Development Compact 

Transformasi daerah memerlukan kesepakatan jangka panjang mengenai pembangunan manusia. 
Pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, perusahaan, dan komunitas dapat 
membentuk semacam regional human development compact yang menyepakati prioritas 
keterampilan, kesehatan, gizi, dan kesempatan kerja. 

Perusahaan memberi informasi kebutuhan kompetensi, sekolah dan kampus menyesuaikan 
program, sementara pemerintah memperbaiki layanan dasar. Data outcome digunakan untuk 
mengevaluasi kemajuan. Pendekatan ini mengurangi fragmentasi program dan memperkuat 
hubungan pendidikan dengan ekonomi. 

Human development compact juga membantu daerah mempertahankan talenta. Jika anak muda 
melihat adanya jalur belajar dan karier yang jelas, mereka memiliki alasan lebih kuat untuk 
membangun masa depan di wilayahnya sendiri. 

Pendalaman Strategis 61. Regional Productivity Pact 

Daerah dapat membangun regional productivity pact yang melibatkan pemerintah, asosiasi usaha, 
pekerja, kampus, dan lembaga keuangan. Tujuannya mengidentifikasi sumber inefisiensi utama dan 
menetapkan agenda bersama, misalnya peningkatan logistics, digitalisasi, keterampilan, energi, 
atau kualitas pemasok. 

Pact tersebut tidak perlu menjadi dokumen birokratis panjang. Yang penting adalah target yang 
terukur, pembagian tanggung jawab, dan forum penyelesaian hambatan. Dengan koordinasi, 
investasi publik dan swasta dapat saling melengkapi. 

Produktivitas regional yang meningkat memberikan ruang bagi kenaikan upah, keuntungan usaha, 
dan penerimaan fiskal tanpa menimbulkan tekanan biaya yang sama besar. Karena itu, productivity 
pact dapat menjadi mesin kesejahteraan lokal. 

Pendalaman Strategis 62. Kesejahteraan Nasional sebagai Agregasi Kemajuan Daerah 

Pada tingkat makro, Indonesia sering dinilai melalui pertumbuhan PDB, inflasi, dan indikator 
nasional lainnya. Namun di balik angka tersebut terdapat pengalaman wilayah yang sangat berbeda. 
Kesejahteraan nasional menjadi lebih bermakna ketika indikator agregat didukung konvergensi 
kualitas layanan, kesempatan kerja, dan pendapatan antarwilayah. 

Konvergensi tidak berarti seluruh daerah memiliki pendapatan atau struktur ekonomi yang sama. 
Yang perlu mendekat adalah capability dasar: pendidikan yang bermutu, kesehatan, konektivitas, 
keamanan, akses digital, dan peluang produktif. Perbedaan spesialisasi ekonomi dapat tetap besar. 

Dengan demikian, fondasi kesejahteraan nasional adalah jaringan daerah yang memiliki kapasitas 
untuk tumbuh sesuai potensinya, saling terhubung, dan memperoleh dukungan redistribusi ketika 
diperlukan. Inilah makna strategis pemulihan ekonomi daerah bagi masa depan Indonesia. 

Pendalaman Strategis 63. Prinsip Integrasi Pusat-Daerah 

Sinergi pusat-daerah harus dibangun berdasarkan pembagian fungsi yang jelas. Pemerintah pusat 
menjaga stabilitas makro, standard pelayanan minimum, redistribusi fiskal, regulasi nasional, serta 
proyek lintas wilayah. Pemerintah daerah menyesuaikan implementasi dengan kondisi lokal, 
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mengelola layanan, mengembangkan investasi, dan membangun kemitraan dengan masyarakat 
serta dunia usaha. 

Integrasi tidak berarti sentralisasi kembali. Sebaliknya, integrasi berarti keputusan dibuat pada 
tingkat yang paling efektif, dengan data dan akuntabilitas yang dapat dibagi. Program pusat perlu 
memberi ruang adaptasi, sementara inovasi daerah yang terbukti berhasil dapat direplikasi secara 
nasional. 

Hubungan seperti ini menciptakan learning federation: pusat belajar dari daerah, daerah belajar dari 
pusat dan dari sesama daerah. Dengan mekanisme tersebut, pemulihan ekonomi menjadi proses 
kolektif yang terus memperbaiki desain kebijakan dan memperkuat kesejahteraan nasional. 

Rekomendasi Kebijakan 
• Menjadikan pemulihan ekonomi daerah sebagai agenda inti pertumbuhan nasional, dengan 
indikator pekerjaan, pendapatan riil, produktivitas, dan kualitas layanan. 

• Mengembangkan strategi place-based berdasarkan diagnosis potensi, bottleneck, kapasitas 
institusi, dan jaringan ekonomi setiap wilayah. 

• Mengarahkan TKD dan Dana Desa pada belanja produktif dan outcome yang dapat diukur, tanpa 
mengabaikan fungsi pemerataan fiskal. 

• Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan, appraisal proyek, pengadaan, 
pengelolaan aset, dan evaluasi. 

• Memperluas konektivitas fisik dan digital antardaerah serta memastikan infrastruktur terhubung 
dengan aktivitas produktif. 

• Memperkuat kota sekunder sebagai pusat layanan, pendidikan, logistik, dan pertumbuhan yang 
menghubungkan desa dengan pasar nasional. 

• Mendorong agroindustri, ekonomi biru, manufaktur, pariwisata berkualitas, dan ekonomi kreatif 
berdasarkan keunggulan wilayah. 

• Mendorong UMKM dan koperasi naik kelas melalui manajemen, digitalisasi, pembiayaan, 
standardisasi, dan supplier development. 

• Membangun pendidikan vokasi dan perguruan tinggi yang terhubung dengan kebutuhan ekonomi 
lokal sekaligus memberikan keterampilan adaptif. 

• Memperkuat local taxing power melalui basis yang sehat, administrasi digital, dan harmonisasi 
agar tidak menciptakan ekonomi biaya tinggi. 

• Mendorong pembiayaan inovatif daerah hanya untuk proyek layak dengan governance dan 
transparansi risiko yang kuat. 

• Mengembangkan kerja sama antardaerah untuk transportasi, air, sampah, metropolitan, pangan, 
dan ekosistem yang melintasi batas administratif. 

• Menjadikan perubahan iklim dan modal alam sebagai bagian dari appraisal investasi regional. 
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• Memperkuat data PDRB, tenaga kerja, harga, kemiskinan, investasi, dan layanan pada tingkat 
daerah sebagai fondasi evidence-based policy. 

• Menerapkan Regional Prosperity Scorecard untuk mengukur kualitas pemulihan secara 
multidimensi. 

Glossarium 
Aglomerasi: Konsentrasi aktivitas ekonomi yang menghasilkan manfaat produktivitas melalui 
kedekatan perusahaan, pekerja, dan pasar. 

Belanja Produktif: Pengeluaran publik yang meningkatkan kapasitas produksi, modal manusia, atau 
kualitas layanan. 

BUMD: Badan Usaha Milik Daerah. 

BUM Desa: Badan Usaha Milik Desa. 

Desentralisasi Fiskal: Pembagian kewenangan penerimaan dan belanja antara pemerintah pusat 
dan pemerintah subnasional. 

Economic Complexity: Keragaman dan kecanggihan kemampuan produktif suatu ekonomi. 

Enclave Economy: Aktivitas ekonomi besar yang memiliki keterkaitan lemah dengan ekonomi lokal. 

Fiscal Equalization: Mekanisme untuk mengurangi perbedaan kapasitas fiskal antardaerah. 

Klaster Industri: Konsentrasi perusahaan, pemasok, jasa, dan institusi terkait dalam suatu wilayah. 

Local Multiplier: Dampak berantai belanja atau pendapatan yang berputar kembali di ekonomi 
lokal. 

Local Taxing Power: Kemampuan pemerintah daerah memobilisasi penerimaan pajak daerah. 

PDRB: Produk Domestik Regional Bruto, nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu 
wilayah. 

Place-Based Development: Pendekatan pembangunan yang menyesuaikan kebijakan dengan 
karakter, institusi, dan potensi spesifik wilayah. 

Regional Convergence: Proses ketika wilayah berpendapatan lebih rendah tumbuh lebih cepat 
sehingga kesenjangan mengecil. 

Regional Disparity: Perbedaan pendapatan, produktivitas, layanan, atau kesejahteraan 
antarwilayah. 

Regional Resilience: Kemampuan ekonomi daerah menghadapi guncangan dan pulih tanpa 
kehilangan fungsi utama. 

Supplier Development: Program peningkatan kemampuan pemasok agar dapat memenuhi 
standard pasar atau perusahaan besar. 

TKD: Transfer ke Daerah, belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah. 
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Vertical Balance: Keseimbangan fiskal antara tingkat pemerintahan pusat dan daerah. 

Horizontal Balance: Pemerataan kapasitas fiskal antardaerah. 
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